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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna,
bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam
rangka perwujudan good governance, Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang liir
telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa
Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program,
Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan,
termasuk di dalamnya aspek keuangan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang llir dalam upaya mewujudkan good governance.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya penyelengaraan good governance diperlukan pertanggung jawaban
pelaksanaan kegiatan secara tepat, jelas, terukur, taat pada peraturan perundang-
undangan, dan berdaya guna serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP. Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan,
instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pengukuran, dan pelaporan. Sistem ini merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan
kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan
dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas.

Tahapan perencanaan dimulai dengan disusunnya perencanaan strategis yang
memuat Visi, Misi dan Program Prioritas. Setiap tahun perencanaan strategis dituangkan
dalam suatu perencanaan kinerja yang memuat seluruh target kinerja yang diharapkan
dicapai. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kinerja. Pada akhir tahun
dilakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai melalui berbagai kegiatan yang dilakukan.
Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang llir merupakan OPD Pelaksana Teknis
di Bidang Pertanian yang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, yang berisi hasil pencapaian indikator kinerja sasaran,
yang dibandingkan dengan rencana kinerja, dianalisis dan diungkapkan faktor penyebab
serta langkah perbaikan yang telah maupun yang akan dilakukan.
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